
 
 
 

   
 

94 

BAB V  

PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, sampai pada kesimpulan atas hasil 

pembahasan dan analisis dari permasalahan yang telah diteliti sebagai berikut: 

1. Pengunggahan lagu yang diubah pada aplikasi tiktok dilakukan oleh 

pengguna merupakan perbuatan yang melanggar hak moral dan hak 

ekonomi pencipta. Dalam hal pengguna memodifikasi lagu tersebut dan 

mengunggahnya tanpa izin dari pencipta sehingga melanggar Pasal 5 UU 

Hak Cipta dan lagu tersebut dapat digunakan oleh pengguna lainnya 

sehingga apabila pengguna tersebut semakin terkenal melebihi pemilik asli 

lagu, dengan kontennya mendapat hak ekonomi seperti endorsement atau 

diundang stasiun televisi yang kemudian hal ini melanggar Pasal 9 UU Hak 

Cipta. Pengunggahan lagu yang diunggah dan diubah tanpa izin ini tidak 

dapat dikategorikan fair use dalam UU Hak Cipta, karena dalam ketentuan 

layanan aplikasi tiktok sudah dijelaskan bahwa untuk mengunggah konten 

pengguna setuju sudah diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian 

konten yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pencipta.  

2. Penyelesaian sengketa yang dikenal dalam UU Hak Cipta diantaranya 

alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ganti rugi, dan pidana. 

Pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin pada aplikasi tiktok dapat 

menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan 

tuntutan pidana (Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta). Apabila mediasi tidak 

berhasil, pencipta dapat meminta ganti rugi secara perdata dari segi hak 

moral dan ekonomi yang gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan 

Niaga (Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta) untuk tuntutan pidana dapat 

dilakukan berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta. Selain dari UU Hak Cipta, 

pencipta dapat melakukan pelaporan untuk penutupan konten apabila 
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memiliki bukti yang kuat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan 

Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak 

Terkait dalam Sistem Elektronik. Pengguna aplikasi juga dapat dikenakan 

Pasal 35 UU ITE dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 

ITE. 

3. Tiktok sebagai penyelenggara sistem elektronik memberi 

pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak cipta dengan menyediakan 

sarana pelaporan pengaduan sebagai duty of care. Sarana pelaporan 

pengaduan tersebut berupa formulir yang dapat diakses oleh publik hal ini 

mengacu pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik 

Lingkup Privat. Hal ini berkaitan dengan Pasal 15 UU ITE yang mengatur 

mengenai batasan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan 

(liability based on fault) yakni penyelenggara sistem elektronik tidak harus 

bertanggungjawab jika unsur kesalahan berada di pihak selain dirinya yakni 

pengguna sistem elektronik. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran terkait permasalahan dalam 

penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Dalam ranah digital yang semakin berkembang diharapkan adanya 

kepastian hukum mengenai pelindungan bagi pencipta yang saat ini karya 

nya sangat mudah untuk diakses dan perlunya penambahan pasal pada UU 

Hak Cipta atau UU ITE, maupun peraturan turunannya agar kepastian dan 

pelindungan hukum hak cipta ranah digital di Indonesia semakin membaik. 

2. Disarankan bagi pencipta yang dilanggar haknya dengan pengunggahan 

lagu yang diubah tanpa izin perlu menyelesaikan sengketa dengan cara 
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mediasi penal karena memakan waktu yang lebih singkat dan efektif. 

Apabila pencipta memiliki cukup bukti dapat melaporkan untuk penutupan 

konten yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan 

dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum. 

3. Disarankan untuk membuat peraturan yang lebih rinci mengenai 

pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik terhadap pelanggaran 

hak cipta. Walaupun di Indonesia sudah terlihat dalam SE Safe Harbour 

tetapi belum merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat 

seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. 
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